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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 

 
Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di zaman modern ini sudah 

mencapai tingkat di mana terjadinya saling ketergantungan yang mana timbul akibat 

perbedaan kebutuhan serta kepentingan di kehidupan manusia. Layaknya sebagai 

kumpulan individu, suatu negara tentu memperhatikan kepentingan nasionalnya 

terdahulu baru kemudian memperhatikan kepentingan internasional yang dianggap 

menguntungkan dan bermanfaat bagi negaranya. Hal ini menyebabkan setiap negara 

didunia ini mempunyai perbedaan latar belakang, ideologi, politik, budaya dan ekonomi 

(Soekotjo Hardiwinoto, 2014). 

Oleh sebab perbedaan tersebut, kerap kali timbul suatu konflik atau sengketa 

yang terjadi antar negara akibat dari benturan kepentingan. Konflik yang terjadi antar 

negara biasanya diselesaikan sesuai Hukum Internasional dan dilaksanakan secara damai 

melalui pengadilan maupun penyelesaian diluar pengadilan. Namun tidak dapat 

dihindarkan pula beberapa konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui cara 

damai. Maka ditempuhlah penyelesaian secara kekerasan yang berupa perang, retorsi, 

tindakan pembalasan/reprisal, blokade dan lain-lain. Semakin banyak pihak yang 

dilibatkan dalam menyelesaikan suatu konflik atau sengketa tersebut tentu 

memperlihatkan seberapa memprihatinkan ancaman dari konflik tersebut bagi 

perdamaian dan ketertiban dunia. Hukum Internasional tentunya mengharapkan dapat 
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berperan dalam menyelesaikan setiap konflik atau sengketa internasional yang timbul 

sehingga dapat menegakkan dan memelihara tertibnya dunia ini. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bergerak sebagai organisasi internasional 

mempunyai pengaruh besar terhadap negara-negara anggotanya tentu memiliki tujuan 

untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional tersebut. Indonesia sebagai 

salah satu negara anggota PBB juga berperan dalam menjaga ketertiban dan perdamaian 

dunia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadikan 

Indonesia sering kali mengupayakan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi 

melalui cara perdamaian. Penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian melalui 

arbitrase yang mana dijalankan oleh kedua pihak terkait dan mempunyai hubungan yang 

erat dengan seorang arbitrator atau wasit yang dipilih dari pihak yang berselisih. 

Arbitrator yang sebelumnya sudah dipilih oleh pihak yang berselisih dalam suatu 

sengketa tersebut akan memilih arbitrator ketiga membentuk suatu pengadilan atau 

mahkamah arbitrase. 

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 66 yang menyatakan bahwa dalam putusan 

arbitrase internasional yang diputuskan dalam menyelesaikan suatu sengketa berlaku 

terhadap pemerintah Indonesia dan investor asing yang terikat dengan perjanjian secara 

bilateral maupun multilateral. Ada beberapa contoh kasus yang dapat memperlihatkan 

upaya Indonesia dalam menyelesaikan konflik atau sengketa internasional, salah satunya 

adalah pengajuan gugatan arbitrase yang dilaporkan oleh perusahaan asing yaitu, India 

Metals & Ferro Alloys (IMFA) pada tahun 2015 mengenai tumpang tindih izin usaha 

pertambangan (Elnizar, 2019) 
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Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar mempunyai potensi 

besar akan tanah, laut dan sumber daya lainnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal ini 

disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3), yaitu : 

 dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran  

Pasal ini menjadi pedoman bagi pemerintah dalam memberikan izin dalam 

pengelolaan sumber daya alam termasuk izin pertambangan demi kesejahteraan rakyat 

Indonesia. Perizinan dalam sektor sumber daya alam ini tidak hanya untuk 

mengeksploitasi kekayaan alam tetapi juga tentang tentang daya dukung lingkungan dan 

keberlanjutan generasi mendatang. 

Investasi asing dapat dikatakan sebagai salah satu cara untuk mempercepat 

pembangunan ekonomi di Indonesia, terlebih untuk menghadapi perubahan ekonomi 

yang semakin mengglobal dan komitmen Indonesia untuk ikut bekerjasama di bidang 

perekonomian dunia internasional serta tentunya menjadi faktor penting bagi 

pembangunan ekonomi berkelanjutan suatu negara, pemberantas kemiskinan dan 

stabilitas keuangan nasional (Mustaqim, Ramadhinda, & Andreza, 2021). Keberadaan 

investasi asing ini tidak diragukan lagi dapat meningkatkan peluang untuk menyediakan 

produk dan layanan asing dari atau ke negara tuan rumah. 

Namun, tidak dapat dihindari bahwa dalam pelaksanaannya di Indonesia 

muncul permasalahan baik sebgaia host country, investor dalam negeri maupun investor 

asing memiliki perbedaan akibat kepentingan masing-masing dalam penyelenggaraan 

investasi tersebut. Hal yang dimungkinkan terjadi dalam persengketaan investasi asing 

adalah terjadinya kesalahpahaman menafsirkan perjanjian, pelanggaran undang-undang, 
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ingkar janji, kepentingan yang berlawanan dan lain sebagainya yang mengakibatkan 

pihak yang terkait dirugikan (Fadhlurrahman, Adolf, & Amalia, 2020). 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang 

menjadi pedoman dalam mengelola sumber daya alam Indonesia mengharuskan 

Pemerintah Daerah menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) sebelum aktivitas 

pertambangan tersebut dilakukan. Selain menjadi instrumen suatu perusahaan 

menjalankan pengelolaan sumber daya alam, Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini juga 

menjadi bentuk penanggulangan perusahaan tersebut terhadap resiko daya dukung 

lingkungan dan keberlanjutan generasi mendatang. Sayangnya, Indonesia mengalami 

beberapa kasus korupsi mengenai penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) beberapa 

tahun belakangan ini. Dicatat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2016) 

dari total 10,918 IUP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

termasuk IUP yang tidak memenuhi Clean and Clear (CnC) atau Non CnC akibat 

permasalahan administrasi dan wilayah, terdapat sekitar 5,986 IUP yang sudah 

kedaluwarsa. Merespon dari permasalahan mengenai penerbitan izin tersebut, Pemerintah 

Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintah Daerah yang mana menarik kembali kekuasaan Pemerintah Daerah 

dalam mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Pemerintah Pusat. 

Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Sumber Rahayu Indah yang 

meliputi lahan seluas 3.674 hektar berlokasi di Kecamatan Raren Batuah dan Dusun 

Tengah, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah sebelumnya telah tercatat dalam 

Surat Keputusan Bupati Barito Timur No.569 Tahun 2009. Lalu India Metals & Ferro 

Alloys (IMFA) melalui anak perusahaannya yaitu, Indmet Mining Pte Ltd dan Indmet 
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(Mauritius) Ltd .membeli saham PT. Sumber Rahayu Indah pada tahun 2010 yang senilai 

US$ 8,7 Juta atau setara dengan Rp 77,3 Miliar pada saat itu (Duta, 2015). 

Saat melalui tahap produksi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki 

oleh IMFA mengalami permasalahan dimana izin tersebut berstatus Non CnC akibat 

berbenturan dengan 7 Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan lainnya yang memiliki 

wilayah tersebut bersamaan dengan wilayah di Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten 

Tabalog sehingga tidak bisa melakukan pelaksanan tambang. Selain itu, Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT. Sumber Rahayu Indah ini diketahui berada 

wilayah Kabupaten Barito Selatan. 

India Metals & Ferro Alloys (IMFA) menggugat Pemerintah Indonesia ke 

Mahkamah Arbitrase Internasional sesuai dengan Bilateral Investment Treaty (BIT) 

tahun 1999 Pasal 9 antara Indonesia dan India pada 23 September 2015. Dalam 

gugatannya, IMFA menuntut ganti rugi sebesar US$ 581 juta atau Rp 7,7 triliun (Sativa 

& Anwar, 2020). Menanggapi gugatan tersebut, Pemerintah Indonesia dengan sigap 

membentuk tim Kuasa Hukum Indonesia untuk memenangkan gugatan tersebut dan 

mengumpulkan bukti bahwa pihak India Metals & Ferro Alloys (IMFA) tersangkut 

persengketaan tumpang tindih perizinan tersebut akibat due diligence dari pihak terkait. 

Dalam kasus ini, kegiatan investasi asing yang dilakukan IMFA adalah 

investasi tidak langsung yang mana dapat dilihat dari pembelian saham yang dilakukan 

oleh perusahaan IMFA kepada PT. Sumber Rahayu Indah. Sornarajah mennjelaskan 

bahwa definisi jelas dan perbedaan antara penanaman modal asing langsung dan 

penanaman modal asing tidak langsung melibatkan pemindahan aset berwujud atau tidak 

berwujud  dari  satu  negara  ke  negara  lain  untuk  tujuan  penggunaannya  untuk 
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menghasilkan kekayaan di bawah kendali total atau sebagian pemilik dari aset 

(Sornarajah, 2004). 

Gugatan sah yang dilontarkan oleh IMFA kepada Republik Indonesia atas 

sengketa tumpang tindih izin tersebut tidak didukung oleh pengadilan arbitrase adalah 

hasil dari kelalaian investor asing dalam mempertimbangkan semua keadaan yang 

berlaku di Indonesia sebelum melakukan penanaman investasi modal. 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Setelah memahami latar belakang sebelumnya, peneliti mengajukan 

pertanyaan penelitian berikut : Bagaimana langkah Indonesia dalam memenangkan 

gugatan arbitrase yang diajukan oleh IMFA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan 

persengketaan Indonesia dengan IMFA yang berakhir dengan pernyataan gugatan 

arbitrase yang dilayangkan oleh IMFA dan juga menjelaskan langkah serta upaya 

Indonesia dalam menyelesaikan persengketaan serta memenangkan gugatan arbitrase 

tersebut. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 
1.4.1 Manfaat Teoritis 

 
Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu sarana 

sebagai bahan observasi bagi berbagai penelitian yang akan datang maupun penelitian 

yang serupa lainnya, dan juga mampu memberikan informasi maupun sumber yang dapat 

membantu dalam memberikan informasi dalam penelitian ilmu pengetahuan Hubungan 
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Internasional, khususnya dalam bidang konsentrasi Hukum Internasional di Universitas 

Sriwijaya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 
 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara praktis dapat menjadi 

salah satu alternatif referensi yang digunakan peneliti lain dalam studi hukum 

internasional khususnya persengketaan internasional dan dapat menjadi salah satu 

alternatif referensi serta bahan observasi mengenai konflik arbitrase antara Indonesia 

dengan IMFA maupun dengan perusahaan asing lainnya. 
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